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ABSTRACT

This research is motivated by the problem of implementing tasks related to human resource
development, maintenance of household facilities and infrastructure, and implementation of
budget management in the General and Finance Section of the Secretariat of the Rembang
Begency DPRD. Public management focuses on resource management and improving
performance to achieve organizational goals. Performance is measured through the
achievement of work results, with indicators such as output, efficiency, and effectiveness. The
purpose of this study is to analyze the performance of the General and Finance Section and
identify supporting and inhibiting factors of performance using Agus Dwiyanto and
Moeheriono's performance theory regarding productivity and accountability. Productivily is
the result of the organization's work, while accountability is an obligation to be responsible
Jor performance results. The method used is qualitative, with data collection through
interviews, observations, and documentation studies. The results show that performance is
quite good, although there are problems in human resource development and budget
management. This study is expected to provide input for improving the performance of public

organizations.
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PENDAHULUAN sumber daya manusia serta peralatan yang
digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan

Menurut Dwight Waldo (1984), .
administrasi publik dapat dipahami scbagai pomeninti. (Syatile, - 2030:04), . Frosce
Y . administrasi publik melibatkan berbagai
proscs manajemen dan pengorganisasian
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elemen, termasuk koordinasi antar berbagai
lembaga, komunikasi yang efektif, dan
penggunaan teknologi untuk meningkatkan

efisiensi operasional,

Woodrow Wilson (1887) menyoroti
signifikansi pemisahan antara politik dan
administrasi. Ia berpendapat bahwa untuk
mencapai kinerja yang optimal dalam
scktor publik, administrasi harus dikclola
dengan cara yang efisien dan profesional.
Menurutnya, pemisahan ini penting agar
keputusan administratif tidak terpengaruh
olch  kepentingan  politik, schingga
memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas
publik yang lebih efektif. Dalam
pandangannya, profcsionalisme dalam
administrasi ~ publik  tidak  hanya
meningkatkan efisiensi operasional, tetapi
juga memastikan bahwa layanan yang
diberikan kepada masyarakat memenuhi
standar yang tinggi. Dengan demikian,
Wilson menckankan bahwa keberhasilan
administrasi publik sangat bergantung pada
kemampuan untuk mengelola sumber daya
dan proses dengan baik, terlepas dari

dinamika politik yang ada.

Nor Ghofur (2014) menjelaskan
bahwa manajemen publik adalah proses
manajemen  yang  dijalankan  olch
pemerintah, dengan fokus utama pada
pengelolaan berbagai sumber daya serta
peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan

organisasi publik secara maksimal.

Manajemen publik tidak hanya berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya manusia
dan material, tetapi juga mencakup
pengorganisasian,  perencanaan,  dan
evaluasi untuk memastikan bahwa semua
aspek operasional berjalan dengan efisien.
Tujuan utamanya adalah untuk
memberikan layanan yang berkualitas
kepada masyarakat dan  memenuhi
kebutuhan publik dengan cara yang efektif.
Manajemen publik  juga harus
mempertimbangkan dinamika lingkungan
eksternal dan internal yang memengaruhi

kinerja organisasi.

Dwight Waldo (1984) menjelaskan
kinerja dalam administrasi publik dimana
administrasi  publik perlu  memiliki
kemampuan untuk mengelola kinerja
secara efektif agar dapat mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Ia berargumen
bahwa keberhasilan administrasi publik
sangat dipcngaruhi oleh cara di mana
kinerja dikelola dan diukur. Hal ini penting
untuk memastikan bahwa semua aktivitas
dalam organisasi publik selaras dengan visi
dan misi yang ingin dicapai. Selain itu,
Dwight Waldo (1984) mencatat bahwa
pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi
sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai
dasar untuk pengambilan keputusan yang
lebih baik dalam pengelolaan sumber daya.

Agus Dwiyanto (1995: 45) kinerja

adalah tingkat pencapaian hasil kerja atau
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tingkat pencapaian tujuan  organisasi,
indikator kincrja adalah besaran  atau
variabel yang dapat digunakan untuk
menentukan tingkat pencapaian  tujuan,
yaitu output, cfisiensi, dan cfcktivitas.
Konsep kinerja menurut Agus Dwiyanto
dalam bukunya yang berjudul Reformasi
birokrasi Di Indonesia sendiri menjelaskan
tentang penilaian  kinerja  yaitu  suatu
kegiatan dimana kegiatan ini dinilai penting
karcna bisa digunakan untuk mengukur
kcberhasilan suatu organisasi agar tcrcapai

misi organisasi tersebut.

Mocheriono (2012:95) menjelaskan
bahwa kinerja atau performance adalah
representasi dari tingkat pencapaian dalam
pelaksanaan suatu program atau kegiatan
yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran,
tujuan, visi, dan misi organisasi. Kinerja ini
tercermin dalam bagaimana sebuah
organisasi mengimplementasikan rencana

strategis yang telah ditetapkan.

Sckretariat Dewan  Perwakilan
Dacrah (DPRD) Kabupaten Rembang
memiliki peran yang sangat penting sebagai
bagian dari struktur pemerintahan daerah,
yang memiliki tujuan untuk mendukung
adanya visi dan misi dari pemerintah
Kabupatn Rembang. Visi dari Sckretariat
DPRD  Kabupaten
Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD

Rembang  yaitu

Kabupaten Rembang yang profesional,
transparan dan akuntabilitas  dalam

memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi,
anggaran dan  pengawasan  Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Rembang. Dan memiliki misi mewujudkan
penyusunan peraturan perundang-
undangan daerah yang sesuai dengan
aspirasi masyarakat, kebutuhan
pembangunan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan; mewujudkan
pelayanan informasi dan dokumentasi
peraturan  perundang-undangan  dacrah
secara cepat, tcpat, tertib dan akurat untuk
menunjang terselenggaranya tugas dan
fungsi DPRD; dan mewujudkan sumber
daya aparatur Sckretariat DPRD bidang
hukum dan peraturan perundang-undangan

yang professional.

Pegawai di Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang diharapkan
menjalankan tugas dan fungsingnya dengan
optimal. Evaluasi tidak hanya bertujuan
untuk mengawasi penggunaan sumber daya
organisasi tetapi juga untuk mengukur
efisiensi penggunaannya serta
mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
Evaluasi kinerja merupakan faktor kunci
dalam upaya meningkatkan produktivitas
staf. Bagian-bagian yang menunjukkan
kinerja kurang optimal dapat diidentifikasi,
memungkinkan pengembangan strategi

untuk meningkatkannya.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Tabel 1 Perbandingan Realisasi

Kinerja dan Capaian Kinerja 2023

No Tujuan Indikator 2023
/Sasaran Kinerja T R C
Q)] 2 3) o an |2
1. | Memingkatkan | Indek 70 ] 76,93 | 109
kepuasan Kepuasan
Anggota Anggola
DPRD DPRD
Sumber:  LKJIP  Sekretariat  DPRD

Kabupaten Rembang.

Berdasarkan data  perbandingan

realisasi kinerja dengan target
periode 2023,

penurunan capian pada tahun 2023 yaitu

antara
kinerja bahwa (terjadi
109. Penurunan indcks kcpuasan anggota

DPRD ini menggambarkan penururnan

kincrja Sckretariat DPRD Kabupaten
Rembang.
Kinerja Bagian Umum dan

Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang adalah kerja yang dilakukan
scsuai dengan tugas dan fungsi Bagian
Umum dan Kcuangan Sckrctariat DPRD
yang berlandaskan pada Peraturan Bupati
Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 18 dan Pasal
19. Dimana Bagian Umum dan Keuangan

memiliki 3 Subbagian yaitu:

1) Subbagian Tata Usaha,
Kcpegawaian, Tenaga Ahli dan
Keanggotaan DPRD

2) Subbagian Sarana dan Prasarana

3) Subbagian Keuangan

Bagian Umum dan Kcuangan
Sekretariat DPRD  Kabupaten Rembang
memiliki tugas dan fungsi utama scsuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun

2021 Pasul 18 dan 19 yaitu:

Tugas

[. Pengembangan SDM Aparatur Sipil
Negara

2. Pemeliharaan sarana perlengkapan
dan rumah tangga

3. Pengclolaan pclaksanaan anggaran

Sckretariat dan DPRD

Fungsi

bahan

kebijakan teknis

. Penyiapan perumusan

2. Pelaksanaan bidang tata usaha

Didalam pelaksanaan tugas Bagian
Umum dan Kecuangan Sckretariat DPRD
Kabupaten Rembang terdapat persoalan.
Dalam rugas Bagian Umum dan Keuangan
pengembangan SDM aparatur sipil negara
perlu adanya peningkatan hal ini bertujuan
agar SDM aparatur sipil Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang memiliki kompetensi
Icbih untuk meningkatkan kinerja yang

berkclanjutan.

Sumber daya aparatur di Bagian
Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang telah menunjukkan
kuantitas yang memadai untuk memenuhi

kebutuhan di sctiap divisi yang ada.
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Meskipun jumlah tenaga kerja yang ada
sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan
scluruh bagian, kenyataannya, pendidik
besar pegawai di Bagian Umum dan
Keuangan Sckretariat DPRD  Kabupaten
Rembang masih  berasal dari  lulusan
SLTA/SMA, dengan total mencapai 35
orang, perbedaan jenjang pendidikan tentu
mempengaruhi didalam kinerjanya. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun secara
kuantitatif sumber daya manusia sudah
mencukupi, masih terdapat tantangan
dalam hal peningkatan kualitas pendidikan
pegawai yang dapat berkontribusi lebih
optimal dalam mcnjalankan tugas dan

fungsi mercka.

Pclaksanaan tugas Bagian Umum
DPRD

Kabupaten Rembang terkait pecmeliharaan

dan Keuangan  Sekretariat
sarana prasarana dan rumah tangga di
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat
dari kondisi sebagian sarana dan prasarana
yang mengalami kerusakan. Padahal sarana
prasarana yang baik dan terawat merupakan
faktor pendukung utama bagi kinerja
organisasi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Berbagai kegiatan
pelayanan yang dilakukan Sckretariat
DPRD kepada anggota Dewan dapat
terhambat jika sarana prasarananya rusak
atau tidak berfungsi dengan baik. Oleh

karena itu, perlu penanganan segera

terhadap sarana yang rusak agar dapat
berfungsi kembali sesuai standar. Sclain itu,
perlu peningkatan pengelolaan prasarana
secara berkelanjutan melalui pemeliharaan
rutin agar kualitas dan daya gunanya tetap
terjaga.

Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Tahun 2022

Indikato| Nama Barang Kondisi Jml
r
1 2 3 4
1 |PC Unit Baik 34, RR I, 54

RB 19

2 |Laptop Baik 13
3 [Notc Book Baik 7, RR 2 9
4. |Hard Disk Baik 1
5. [Printer (Peralatan Baik 32, RB 9 41

personel computer)

6. (Scanner (Peralatan Baik I,RR 3 4

ersonal computer)

Camera elektronik Baik 6

T
8. |Videco monitor Rusak Ringan |
9. [Layar film/proycktor| Baik 21, RB 3 24

10. |Tclephone mobile | Baik 53, RR 1, 97

RB 43
11. |Facsimile Baik 1
12. [Peralatan Anten: Baik 6
SHF/ ﬂ

Parabola Lain - lain

13. | Receiver STL/SHF | Baik 12, RB 7 19

Sumber: Penelitian Terdahulu
https://cjournal3.undip.ac.id/index.php/jpp
mr/article/viewFilc/42422/30485

Selanjutnya terkait tugas Bagian
Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang dalam pengelolaan
pelaksanaan anggaran Sekretariat dan
DPRD

administrasi DPRD masih belum optimal.

untuk  membantu  pelayanan

Belum optimalnya cfisiensi penggunaan
sumberdaya Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang Tahun 2023. Pada tabel dibawah
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efisiensi penggunaan sumberdaya untuk
Jumlah bintek ASN baru terealisasi 80%
dari tacrget scbesar 96%, jika dibandingkan
dengan data tahun 2022 maka cfisicnsi
penggunaan  sumberdaya  mengalami
penuruman dimana tahun 2022 cfisicnsi
penggunaan suinberdaya terealisasi sebesar

100%.

Tabel 3 Efisicnsi Penggunaan
Sumberdaya Tahun 2022 dan 2023

Tahun 2022 2023
No|Tujuan/Sasaran

T RJCAT R ]-C

Terpenuhinya

ewangan

1. [Pengelolaan  [80% | 80% |100%]96%|96%|100%)

[SS]

fumlah bintek!

100%|100%{100%]96% [80%| 83%

*|JASN
Tercukupinya
3. |perlenglapan  [90% | 90% |100%]96%|80%| 83%
Jkantor
Sumber: LKJIP  Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang

Dengan  permasalahan  pada
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian
Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD
perlu adanya solusi yang mampu mengatasi
permasalahan tersebut. Sejalan dengan itu
(2017:50-51)

mengemukakan beberapa faktor yang dapat

Agus Dwiyanto

mendukung atau menghambat kinerja,
seperti produktivitas, kualitas layanan,
responsivitas, responbilitas, dan
akuntabilitas. Sclain itu, dari pendapat
Mcoheriono (2012:95) bahwa sasaran,

tujuan, serta visi dan misi dari organisasi

juga dapat berfungsi scbagai faktor
pendukung kinerja. Dengan menctapkan
sasaran yang jclas dan rcalistis, serta visi
dan misi yang inspiratif, organisasi dapat
memotivasi pegawai untuk bekerja lebih
baik dan berkontribusi pada pencapaian
tujuan bersama Sesuai dengan kondisi
dilapangan yang menjadi faktor pendukung
dan pcnghambat dalam kincrja Bagian
Umum dan keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang adalah produktivitas
dan akuntabilitas. Produktivitas.

Produktivitas Bagian Umum dan
Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang adalah hasil kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Rembang bagian Umum
dan keuangan di Tahun 2023. Scdangkan
akuntabilitas Bagian Umum dan Keuangan
Sckretariat DPRD Kabupaten Rembang
adalah suatu kewajiban bagi Sekretariat
DPRD Kabupaten Rembang Bagian Umum
dan Keuangan untuk
mempertanggungjawabkan hasil kinerja
secara transparan dan terukur kepada

anggota DPRD kabupaten Rembang.
RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kinerja Bagian Umum
dan Keuangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten Rembang?

2. Bagimana faktor pendukung dan
penghambat kinerja  Sekretariat
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten Rembang?
TUJUAN PENELITIAN

[. Mecnjclaskan  dan  menganalisis
kincrja ~ Bagian  Umum  dan
Keuangan  Sckretariat  Dewan

Perwakilan Rakyat Dacrah

Kabupaten Rembang,

o

Menjelaskan  dan menganalisis
faktor pendukung dan penghambat
kincrja  Bagian Umum  dan
Keuangan  Sekretariat  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang,
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe
penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan,
mengolah, dan menganalisis data terkait
Kincrja Bagian Umum dan Keuangan

Sckretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Penelitian ini menggunakan teknik
pengambilan informan secara Purposive
Sampling dan Random Sampling. Data
penelitian ini diperoleh dari subjek atau
informan yang mengerti tentang Kinerja
Bagian Umum dan Keuangan Sckretariat

DPRD Kabupaten Rembang

Dengan  menggunakan  teknik
purposive sampling, peneliti dapat memilih
sampel secara terfokus dan tepat sasaran

sesuai  kriteria yang telah ditentukan

peneliti - sebelumnya,  Kriteria  tersebut
berguna untuk memilih sampel yang paling
relevan dan mampu memberikan informasi

yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian,
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kinerja

Untuk mengetahui permasalahan
mengenai  Kinerja Bagian Umum dan
Keuangan Sckretariat DPRD Kabupaten
Rembang, penulis menetapkan indikator
kinerja berdasarkan tugas dan fungsi
Bagian Umum dan Kecuangan Sckretariat
DPRD  Kabupaten
tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor

53 Tahun 2021.

Rembang  yang

a. Tugas

Bagian Umum dan Keuangan
Sckretariat DPRD Kabupaten Rembang
memiliki tugas-tugas yang diatur dalam
Peraturan Bupati Rembang Nomor 53
Tahun 202! dalam pasal 18, tugas pokok
dari Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
yaitu pengembangan SDM aparatur sipil
negara, pemeliharaaan sarana perlengkapan
dan rumah tangga, dan pengelolaaan
pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang.

1. Pengembangan SDM Aparatur Sipil

Negara
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Dalam hal SDM yang dimiliki oleh
Bagian Umum dan Keuangan masih
diduminasi olch lulusan SLTA/Scdcrajat
yang berjumlah 35 orang, sedangkan untuk
lulusan S1 scbanyak 3 orang, dan S3 2
dilakukan
pengembangan SDM yang dilakukan untuk

orang, maka dari itu

meningkatkan kompetensi para staf yang
ada. Strategi dalam pengembangan SDM di
Bagian Umum dan Keuangan adalah
dengan  melakukan BIMTEK, dengan
memberangkatkan staf mengikuti BIMTEK
akan membuat staf mendapatkan tambahan
pengetahuan  administrasi agar  bisa
mendukung segala bentuk administrasi dari
DPRD Kabupaten Rembang.

2. Pemeliharaan Sarana Perlengkapan

dan Rumah Tangga

Yang bertugas dalam melakukan
pemeliharaan sarana dan prasarana adalah
Subbagian Sarana dan Prasarana. Kondisi
sarana  perlengkapan ada  sebagian
mengalami kerusakan pada printer yang
mengalami rusak ringan sebanyak 2 unit,
scanner juga mengalami kerusakan ringan
sebanyak 2 unit. Ketika terjadi kerusakan
akan langsung dilakukan perbaikan agar
kerusakan sarana perlengkapan tidak
menganggu kinerja staf, perbaikan juga
dilakukan tidak menggunakan prosedur
yang ada karena menurut informan hal
tersebut membuat tidak efisien waktu

karena perlu membuat laporan sebelum

melakukan perbaikan, schingga diambil
langkah perbaikan awal selanjutnya dalam
proscs perbaikan baru dilaporkan kepada
atasan yaitu Kcpala Bagian Umum dan
Keuangan atas perbaikan yang dilakukan
dan berapa dana yang dibutuhkan dalam

perbaikan tersebut,

Tabel 4 Kerusakan Sarana dan

Prasarana di Bagian Umum dan

Kcuangan Sckretariat DPRD
Kabupaten Rembang 2023
No. Nama Barang Kondisi Jumlah
1 2 3 4
1 PC Unit Baik 28
2 Laptop Baik 10
3 Note Book Baik 9
4. Hard Disk Baik 1
5. | Printer (Peralatan |Baik 13,RR2|( 5
personel computer)
6. | Scanner (Peralatan | Baik 2, RR 2 4
personal computer)

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang

3. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat DPRD

Yang menjadi faktor utama yang
mempengaruhi dalam penyerapan anggaran
adalah keterlambatan pencairan dana oleh
Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini
bisa mempengaruhi kinerja Bagian Umum
dan Keuangan dalam memberikan
pelayanan pendukung kegiatan DPRD,
dalam mengatasi kendala ini Bagian Umum
dan Keuangan meclakukan koordinasi
dengan pemerintah kabupaten, dalam

kordinasi ini pihak Bagian Umum dan
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Keuangan akan melakukan pemantauan
secara  berkala agar proses pencairan

anggaran bisa scgera dilakukan,

Bagian Umum dan Kcuangan juga
mclakukan perencanaan anggaran lcbih
awil untuk menyesuaikan anggaran karena
potensi keterlambatan pencairan anggaran,
hal ini

keterlambatan pencairan anggaran mampu

bertujuan agar pcermasalahan

ditangani seawal mungkin. Dengan
demikian bahwa pihak Bagian Umum dan
Kecuangan dapat menyeclesaikan kendala
yang menghambat dalam pelaksanaan
tugasnya terkait pengelolaan pelaksanaan

anggaran dengan baik.
b. Fungsi

Bagian Umum dan Kecuangan
memiliki fungsi-fungsi yang diatur didalam
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 202}
Pasal 19 dimana fungsi pokok dari Bagian
Umum dan Keuangan yang pertama yaitu
penyiapan bahan perumusan Kkebijakan
teknis, dan yang kedua pelaksanaan bidang
tata usaha. Kedua fungsi ini sangat penting
bagi Bagian Umum dan keuangan
Sekretariat DPRD  Kabupaten Rembang

dalam memberikan layanan kepada DPRD.

1. Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Teknis
Bagian Umum dan Keuangan

Sckretariat DPRD Kabupaten Rembang

memiliki fungsi yaitu menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis, bahan tersebut

mencakup beberapa laporan penting:

1) Laporan Alokasi Anggaran:
Digunakan untuk mecnilai rcalisasi
penggunaan anggaran.

2) Laporan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana: Menyediakan informasi
terkait kondisi fasilitas yang ada.

3) Laporan Pcngopcrasian Aplikasi
Surat Menyurat: Menggambarkan
efektivitas sistem administrasi.

4) Laporan Kinerja Bagian Umum dan

Keuangan: Menyajikan evaluasi
kinerja Bagian umum  dan
Keuangan.

Dalam proses ini, Sekretaris Dewan
berkolaborasi dengan Kepala Bagian dan
Mereka

mengadakan diskusi untuk mengevaluasi

para  Kepala  Subbagian.

dan mengumpulkan laporan yang
diperlukan. Misalnya, Sekretaris Dewan
dapat meminta Kepala Subbagian untuk
mengkoordinasikan stafnya dalam
menyerahkan laporan alokasi anggaran dan
laporan kinerja, yang kemudian akan
dibahas dalam rapat untuk menjadi dasar

dalam pengambilan keputusan.

2. Pelaksanaan Bidang Tata Usaha

Dalam menjalankan fungsi
pelaksanaan bidang tata usaha Kepala
Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian,

Tenaga Ahli, dan Keanggotaan DPRD telah
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memastikan pelaksanaan bidang tata usaha
benalan dengan efektif, Terkait
pelaksanaan fungsi pelaksanaan dibidang
tata usaha terscbut, informan telah
menjelaskan bahwa  pengelolaan  surat
dilakukan dengan menggunakan aplikasi
khusus bernama “Sim Surat.” Aplikasi ini
berfungsi  untuk  memonitor  dan
mengevaluasi semua surat yang masuk dan
keluar, serta memastikan bahwa sctiap surat
telah diproses dan disctujui olch Sckretaris

Dewan.

Gambar 1 Aplikasi Sim Surat

- } ;",Jﬂh"{!‘-. -
g wz,ﬁg-ﬁ!ﬁ |
-a 4‘.“" L |
¥

Sumber: Sckretariat DPRD Kabupaten

Rembang

B. Faktor Pendukung dan Penghambat
Kinerja Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang

a. Produktivitas

Produktivitas  berperan  scbagai
faktor yang mendukung  sckaligus
menghambat kinerja di Bagian Umum dan

Keuangan Sekretariat DPRD  Kabupaten

Rembang. Menurut Dwiyanto (2017:50),

produktivitas tidak hanya berfokus pada
cfisicnst, ftetapi  juga pada aktivitas
pelayanan yang dilakukan. Sceara umum,
produktivitas diartikan scbagai rasio antara
output dan input yang dihasilkan yaitu

pelayana kepada anggota DPRD.

1. Program  Pengembangan  SDM
Aparatur Sipil Negara

Dalam  upaya  meningkatkan
produktivitas kincrja di Bagian Umum dan
Kcuangan Sckrctariat DPRD Kabupaten
Rembang, program pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) bagi aparatur ipil
ncgara menjadi sangat penting. Dengan
pelaksanaan pengembangan SDM  yang
terstruktur dan teratur, kincrja di Bagian
Umum dan Keuangan dapat dipertahankan
serta ditingkatkan secara berkelanjutan.
Program pengembangan ini dirancang
untuk memberikan tambahan kompetensi
kepada staf, schingga mercka dapat
meningkatkan  kualitas layanan yang
diberikan kepada anggota DPRD. Sesuai
dengan pendapat Agus Dwiyanto (2017),
produktivitas dalam konteks kinerja Bagian
Umum dan Keuangan tidak hanya diukur
dari tingkat efisicnsi, tetapi juga dari
aktivitas layanan yang diberikan, untuk
melakukan pelayanan yang optimal tentu
saja diperlukan staf yang berkompeten dan
program pengembangan SDM  berguna

untuk meningkatkan kompetensi staf.
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Dogian - Umum  dan  Keuangan
melaksanakan — program  pengembangan
SDM sctiap tahun. Program ini mencakup
pengiriman  staf’  untuk  mengikuti
bimbingan teknis  di  berbagai  bidang,
termasuk  Kchumasan,  Protokol, dan
Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi
Hukum (JDTH). Selain itu, program ini juga
melibatkan partisipasi pihak luar, scperti
perusahaan swasta atau lembaga pelatihan,
yang berkontribusi - dalam  penycediaan

pelatihan,

Mecskipun  program ini  memiliki
tjuan yang jelas, pelaksanaannya tidak
lepas dari berbagai kendala. Staf yang
mengikuti  pelatihan  sering  kali  harus
meninggalkan tugas harian mercka, yang
dapat menambah beban kerja bagi rekan-
rckan yang harus mengisi  kekosongan
tersebut.  Selain  itu, kendala dalam
koordinasi dengan pihak luar, seperti
ketidaksesuaian  jadwal pelatihan  atau
kurangnya fasilitas yang memadai, dapat
menghambat  efektivitas  dari  program

pengembangan SDM ini.

2. Perbaikan Kerusakan Sarana

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sarana yang memadai dan berfungsi
dengan  baik  sangat  penting  untuk
menjamin - kelancaran  serta efisiensi
layanan yang diberikan kepada DPRD, Di

sisi Jain, kerusakan pada  sarana  dan

prasarana dapat mengganggu aktivitas staf
dan  berpotensi  menurunkan  tingkat
produktivitas sccara kescluruhan,  Agus
Dwiyanto  (2017) menjelaskan  bahwa
kualitas layanan memiliki dampak yang
signifikan terhadap kinerja. Ketika terjadi
kerusakan pada sarana, perbaikan yang
cepat dan efektif’ sangat diperlukan untuk
menjaga kinerja layanan kepada DPRD,
sechingga produktivitas  kinerja  tidak

terganggu.

Mecnurut Mochariono (2012) bahwa
kinerja ~ adalah  gambaran  tingkat
pencapaian tujuan dan sasasaran, terkait
perbaikan kerusakan sarana perlengkapan
tujuan dan sasaran perbaikan adalah untuk
memastikan kinerja Bagian Umum dan
Keuangan dapat berjalan dengan lancar,
schingga produktivitas kinerja tetap terjaga.
Perbaikan harus segera dilakukan saat
kerusakan terjadi, dengan waktu yang
diperlukan untuk perbaikan tergantung

pada tingkat kerusakan sarana dan

prasarana tersebut.
3. Laporan Alokasi Anggaran

Terkait dengan alokasi anggaran
informan memberikan penjelasan bahwa
pihak Bagian Umum dan Keuanagan terus
berupaya  meningkatkan  produktivitas
dalam alokasi anggaran agar semua
anggaran bisa terserap secara optimal, Agus

Dwiyanto (2017) sendiri telah menjelaskan
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bahwa produktivitas tidak hanya tentang
tingkat efisiensi namun juga aktivitas
layanan dimana dalam hal alokasi anggaran
di Bagian Umum dan keuangan maka
produktivitas diukur dari sejauh mana
alokasi anggaran yang menunjang layanan
yang diberikan kepada DPRD dapat

optimal.

Dari LKJIP Sckretariat DPRD
Kabupaten Rembang dimana data efisiensi
penggunaan sumber daya menmunjukkan
bahwa realisasi bimbingan teknis untuk
ASN baru mencapai 80% dari target 96%.
Pencapaian alokasi untuk perlengkapan
kantor juga berada di angka 80%,
sementara penambahan aset BMD baru
mencapai  50%. Menurut Mocheriono
(2012) hal yang dapat mempengaruhi
kinerja adalah tingkat penerapan sasasaran

atau target.

Tabel 5 Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang

No. | Tujua Indikator Anggaran

n/Sasa | T | R | C | Angga | Real | Cap
ran ran isasi | aian

1. Jumla | 96 | 80 | 83 | 230.8 | 111, [ 48
b % | % | % | 50.00 | 501I.
bimte 0 405

ASN

2 Tercu | 96 | 80 | 83 | 608,1 | 398. [ 65
kupin % | % | % | 04.00 | 049.
ya 0 128
perlen
glapan
kantor

3. Tamb 96 | 50 | 52 | 49,78 9,18 18
ahan % | % | % | 0.000 | 8.00
Aset 0

BMD

4. Terpe | 96 | 96 | 10 | 831,2 | 656, 78
nuhin | % [ % [ O | 41.00 | 351.
ya % 0 712
jasa

kantor

5. BMD |96 | 96 | 10 | 8072 | 554, | 68
Kondi | % [ % [ 0 | 74.00 [ 530.

si % 0 403
Baik
Sumber:  LKJIP  Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang Tahun 2023

4. Proses Penyiapan Bahan Kebijakan
Teknis

Agus Dwiyanto (2017) dalam
kontck proses penyiapan bahan kebijakan
teknis tingkat produktivitas dilihat dari
pelaksanaan  penyiapan bahan  yang
dilakukan dengan baik. Dengan tersedianya
bahan-bahan tersebut, terlihat adanya
peningkatan produktivitas di Bagian Umum
dan Keuangan, yang mencerminkan
keberhasilan mereka dalam menjalankan
tugas dan fungsi mereka dengan efektif. Hal
ini pada gilirannya berkontribusi pada
kelancaran pelaksanaan tugas DPRD
Kabupaten Rembang.

Kepala

Keuangan akan berkoordinasi dengan

Bagian Umum dan

Kepala Subbagian dalam menyiapkan
bahan perumusan. Koordinasi ini juga
mencakup kerja sama dengan Kepala
Subbagian Sarana dan Prasarana untuk
memastikan  fasilitas  yang diperlukan
tersedia saat rapat pembahasan kebijakan
teknis. Selain itu, Kepala Subbagian Sarana

dan Prasarana diminta untuk menyusun
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laporan pemeliharaan sarana dan prasarana

secara ratin,

Kepala  Bagian Umum  dan
Keuangan juga meminta laporan kevangan
terkait alokasi dan realisasi anggaran yang
sangal penting untuk mengevaluasi apakah
target alokasi tclah tercapai dan untuk
mengidentifikasi hambatan yang mungkin
terjadi dalam proscs realisasi anggaran.
Sclain itu, laporan kinerja dari bidang tata
usaba, yang mencakup pengelolaan surat-
menyurat di Sekretariat, juga diminta dari
Kepala Subbagian Tata Usaha,
Kepegawaian, Tenaga Ahli, dan anggota
DPRD. Semua laporan ini, termasuk kinerja
Bagian Umum dan Kcuangan, kemudian
diserahkan kepada Sckretaris Dewan untuk
dibahas lebih lanjut dalam perumusan
kebijakan teknis.

Hal ini juga sejalan dengan teori
Mocheriono  (2012)
dipengaruhi dari tingkat pencapaian target

dimana kinerja

dan sasaran, dimana dalam kontcks proses
penyiapan  bahan perumusan  bahan
kebijakan teknis, kinerja dilihat dari
pelaksanaan pencapaian sasaran atau target
yang berguna meningkatkan produktivitas
kinerja bagian Umum dan Kcuangan dalam

proses penyiapan bahan perumusan.

5. Program Pembinaan Bidang Tata

Usaha

Dalam  produktivitas kinerja  di
bidang tata usaha Subbagian Tata Usaha,
Kepegawaian,  Tenaga  Ahli,  dan
Keanggotaan DPRD Bagian Umum dan
Keuangan Sckretariat DPRD  Kabupaten
Rembang mcemiliki  peran yang sangat
penting dalam pengelolaan arsip, terutama
dalam mengelola surat masuk dan keluar
mclalui aplikasi digital bernama “Sim
Surat.” Efektivitas aplikasi ini sangat
bergantung pada kemampuan staf dalam
mengoperasikannya.  Olch  karcna itu,
pcmbinaan yang memadai bagi para staf
sangat diperlukan, mencakup aspek teknis
pengoperasian scrta penanganan masalah
yang mungkin muncul saat aplikasi
mengalami kendala. Agus Dwiyanto (2017)
menjelaskan bahwa produktivitas tidak
hanya diukur dari tingkat efisiensi namun
juga dari aktivitas layanan dalam konteks
program pembinaan di bidang tata usaha,
pembinaan dilakukan untuk mendorong
kualitas layanan pada bidang tata usaha
yaitu pernggunaan aplikasi Sim Surat yang
mampu meningkatkan produktivitas dan

efisiensi kinerja.

Pembinaan ini  tidak hanya
bertujuan untuk memastikan kelancaran
operasional aplikasi, tetapi juga memiliki
tujuan  strategis untuk  meningkatkan
produktivitas kerja di Subbagian tersebut.
Mocheriono (2012) bahwa kinerja adalah

gambaran dari tingkat pelaksanaan wjuan
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dan sasaran, dalam pembinaan dibidang
tata usaha tujuan dan sasaran dari
pembinaan adalah meningkatkan
kompetensi staf agar mampu mendorong
produktivitas kinerja Bagian Umum dan
Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang. Dengan pembekalan yang tepat,
diharapkan staf tidak hanya mampu
menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga
siap menghadapi tantangan yang mungkin

timbul di masa depan.
b. Akuntabilitas

Agus Dwiyanto (2017) menjelaskan
bahwa akuntabilitas adalah seberapa besar
kegiatan organisasi publik tunduk pada para
pcjabat politik yang dipilih oleh rakyat,
dalam kontck kinerja Bagian Umum dan
Keuangan Sckretariat DPRD Kabupaten
Rembang adalah suatu kewajiban bagi
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
Bagian Umum dan Keuangan untuk
mempertanggungjawabkan hasil kinerja
secara transparan dan terukur kepada
anggota DPRD kabupaten Rembang.
Dengan penerapan akuntabilitas yang baik
dan konsisten oleh seluruh staf di Bagian

Umum dan Keuangan.

1. Pengawasan Program Pengembangan

SDM

Pengawasan program
pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) di Bagian Umum dan Keuangan

Sckretariat DPRD  Kabupaten Rembang
berfungsi scbagai bentuk akuntabilitas
untuk mcmastikan bahwa kegiatan yang
dirancang dapat meningkatkan kompetensi,
keterampilan, dan profesionalisme  staf,
Agus Dwiyanto (2017) bahwa akuntabilitas
dalam kontcks pengawasan program
pembinaan ~ SDM  adalah  bentuk
tanggungjawab atas peningkatan
kompetensi staf yang mampu menunjang
kinerja organisasi. Tindakan pengawasan
ini mencakup berbagai aspck, mulai dari
perencanaan hingga pelaksanaan, dengan
tujuan menjaga ecfektivitas program,
cfisiensi pcnggunaan sumber daya, dan

pencapaian hasil yang diharapkan.

Pengawasan program
pengembangan SDM telah berjalan sesuai
dengan peraturan yang ada. Proses

pengawasan mencakup:

1) Identifikasi Staf: Penentuan staf
yang perlu ikut serta dalam
program.

2) Jadwal Program: Pengaturan waktu
pelaksanaan program.

3) Anggaran: Pengelolaan anggaran
yang digunakan untuk program.

4) Dampak Program: Evaluasi dampak
program terhadap kompetensi staf.

5) Hambatan: Identifikasi dan

hambatan  dalam

penanganan

pelaksanaan program.
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Frekuensi kegiatan pengembangan
SOM perlu dinngkatkan dan 2-3 kali
sctahun menjadi 4 kali, agar lebih optimal
dalam meningkatkan kompetensi staf, Agus
Dwiyanto  (2017) terkait  pengawasan
progtam  pembiaan - SDM  bahwa
responsivitas adalah kemempuan
organisasi untuk menggali  kcbutuhan,
menyusun agenda dan prioritas pelayanan,
dan mengembangkan  program  sesuai
dengan  kcbutuhan,  dengan  penjelasan
Kepala Bagian Umum dan Kcuangan
responsibilitas dari pihak Bagian Umum
dan kcuangan dalam memcenuhi kebutuhan
dalam program pengem bangan adalah
dengan meningkatkan  frckuensi  dari
program pengembangan terscbut schingga
program mampu menjamin kebutuhan dari

staf.

Scbagai  staf yang bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran, setiap
pelaksana  diharapkan  dapat  berupaya
maksimal  untuk
Mocheriono (2012) bahwa kinerja adalah

gambaran pencapaian visi dan misi dimana

mencapai  target.

dalam pengawasan program pembinaan
Bagian Umum dan Keuangan adalah untuk
mendukung visi dan misi Sckretariat DPRD
Kabupaten Rembang dalam mendukung
Kegiatan dan memberikan layanan kepada
DPRD. Ketudakmampuan memenuhi target
tidak hanya mencerminkan  kurangnya

efektivitas  kerja,  tetapt  juga  dapat

berdampak negatif pada evaluasi kinerja

dan berpotensi menimbulkan sanksi

2. Evaluasi  Program  Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Evaluasi  program  pemeliharaan
sarana dan prasarana di Bagian Umum dan
Keuangan Sckretariat DPRD  Kabupaten
Rembang merupakan bentuk akuntabilitas
kinerja untuk memastikan bahwa semua
fasilitas dan infrastruktur yang ada dikelola
dengan baik. Agus Dwiyanto (2017) dalam
kontcks cvaluasi program pemeliharaan
sarana  dan  prasarana  yaitu  bentuk
tanggungjawab  Bagian Umum dan
Kcuangan dalam mendukung kegiatan
DPRD.

Terdapat laporan berkala mengenai
kondisi sarana dan prasarana sangat krusial.

Laporan ini mencakup:

1) Kondisi Fasilitas
2) Anggaran Pemeliharaan
3) Kesiapan Operasional

3. Evaluasi Realisasi Anggaran

Akuntabilitas  dalam pengelolaan
anggaran di Bagian Umum dan Keuangan
Sckretariat DPRD sangat penting untuk
memastikan  bahwa  semua  dana  yung
dialokasikan digunakan secary efekut’ dan
efisien. Agus Dwiyanto (2017) bahwa
akuntabilitas  realisasi  anggaran  adalah
bentuk  tanggungjawab  dart  organisasi
dalam mengelolaa anggaran  yang  ada.
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Evaluasi realisasi anggaran bertujuan untuk
menjamin bahwa penggunaan anggaran

mcmenuhi target yang telah ditetapkan.

Tahapan cvaluasi rcalisasi anggaran

mencakup beberapa langkah penting yaitu:

1) Perencanaan Evaluasi: Langkah
awal adalah menentukan aspek
mana dari realisasi anggaran yang
akan dievaluasi, seperti anggaran
untuk  perbaikan sarana  dan
prasarana atau program pclatihan
(BIMTEK). Perencanaan yang jelas
sangat penting untuk fokus terhadap
tujuan evaluasi.

2) Analisis Data Laporan Keuangan:
Sclanjutmya, dilakukan analisis
terhadap data laporan keuangan dan
alokasi anggaran. Pada tahap ini,
evaluasi dilakukan untuk
mengetahui apakah anggaran telah
memenuhi target yang ditentukan.
Jika tdak, perlu diidentifikasi
penycbabnya.

3) Identifikasi Kendala: Jika
ditemukan kendala dalam realisasi
anggaran, evaluasi dilanjutkan
untuk mencari solusi atas masalah
tersebut. Ini  penting untuk
memahami apa yang menghambat
pencapaian target dan bagaimana
cara mengatasinya.

4) Hasil Evaluasi: Setelah analisis dan

identifikasi masalah, hasil evaluasi

akan menunjukkan apakah realisasi
anggaran sudah baik atau perlu
perbaikan. Hasil ini akan menjadi
dasar  untuk  langkah-langkah
selanjutnya.

5) Penerapan Hasil Evaluasi: Terakhir,
hasil evaluasi harus diterapkan
dalam bentuk penanganan kendala-
kendala yang ada. Ini termasuk
penyesuaian alokasi anggaran untuk
kebutuhan yang Iebih mendesak
berdasarkan skala prioritas.

4. Pengawasan Proses Penyiapan Bahan
Kebijakan Teknis

Pada proses penyiapan bahan
kebijakan tcknis memang memerlukan
pengawasan yang ketat scbagai bentuk
akuntabilitas kinerja dari Bagian Umum
dan Kcuangan. Pengawasan ini bertujuan
untuk memastikan bahwa semua langkah
dalam penyiapan kebijakan tcknis dapat
disclesaikan tepat waktu dan bahwa kinerja
staf berada pada level optimal. Mocheriono
(2012)  kinerja  adalah  gambaran
penmcapaian dari visi dan misi, dimana
Bagian Umum dan Keuangan mendukung
keberhasilan visi dan misi Sekretariat
DPRD scbagai pembantu kegiatan DPRD
dalam menyiapkan bahan kebijakan teknis
dimana bentuk akuntabilitas kinerja dengan
melakukan pengawasan dalam proses

penyiapannya.
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Pengawasan dalam  penyiapan
bahan kebijakan merupakan kegiatan yang
tidak bisa diabaikan. Scbelum pembahasan
kebijakan teknis, Kepala Bagian Umum
dan Keuangan harus berkoordinasi dengan
setiap Kepala Subbagian. Ini penting agar
setiap staf memahami peran dan tanggung
jawab mercka dalam proses penyiapan.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan
penyiapan bahan kebijakan dapat dilakukan
sccara cfisien dan tepat waktu, schingga
laporan yang diperlukan dapat discrahkan
untuk  pembahasan  kebijakan. Agus
Dwiyanto (2017) terkait pengawasan dalam
proscs penyiapan bahan  kcbijakan
responsivitas, Bagian Umum  dan
Keuangan adalah memahami dan menggali
kebutuhan DPRD untuk menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, bentuk akuntabilitas
dengan melakukan pengawasan agar proses

penyiapan dapat berjalan dengan baik.

5. Evaluasi Pembinaan Bidang Tata
Usaha

Decngan melakukan evaluasi, pihak
Bagian Umum dan Keuangan dapat
mengidentifikasi dampak dari pembinaan
serta mengukur kompetensi staf yang perlu
ditingkatkan. Evaluasi dalam pembinaan di
bidang tata usaha adalah bentuk
akuntabilitas pihak Bagian Umum dan
Keuangan untuk emantau jalannya
pembinaan di bidang tata usaha. Agus

Dwiyanto (2017) bahwa responsibilitas

adalah memastikan kegiatan organisasi
sesuai dengan prinsip administrasi dimana
salah satu prinsip administrasi adalah
akuntabilitas dialamnya tertadat
transparansi dan tanggung jawab pada
kinerja.

Kepala Subbagian Tata Usaha,
Kepegawaian,  Tenaga  Ahli, dan
Keanggotaan DPRD memiliki tanggung
jawab utama dalam evaluasi pembinaan ini.
Sebagai Kepala Subbagian, mereka harus
memastikan bahwa program pembinaan
berjalan dengan scmestinya. Informan
menekankan pentingnya evaluasi terhadap
kompetensi  staf, sehingga program
pembinaan dapat discsuaikan dengan
kebutuhan pengembangan kemampuan
yang relevan. Informasi dari evaluasi ini
akan disusun dalam laporan yang kemudian
diserahkan kepada Kepala Bagian Umum
dan Keuangan untuk memberikan

gambaran tentang kemajuan program.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan
diatas dapat disimpulkan melalui hasil
wawancara dengan informan menganalisis
sumber tertulis, dokumentasi. Berikut
meripukan kesimpulan dari hasil penelitian

diatas

1. Pengembangan SDM: Terdapat
tantangan dalam pengembangan

sumber daya manusia (SDM) di
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Bagian Umum dan Kcuangan
Sckretariat  DPRD  Kabupaten
Rembang,  terutama  dominasi
pegawai dengan latar  belakang
pendidikan SLTA/Sederajat. Upaya
peningkatan  kompetensi  melalui
pelatihan dan  bimbingan teknis
(BIMTEK).

Pemeliharaan Sarana dan

to

Prasarana: Pada pemecliharaan
sarana dan prasarana pihak Bagian
Umum dan Kecuangan langsung
melakukan perbaikan ketika terjadi
kerusakan sarana prasarana, hal ini
untuk memastikan semua sarana
prasarana dalam kondisi yang baik
ketika akan digunakan.

3. Pengelolaan Anggaran:
Pengelolaan pelaksanaan anggaran
menghadapi  kendala, terutama
terkait  keterlambatan  pencairan
anggaran olch Pemerintah
Kabupaten Rembang. Koordinasi
yang baik dengan pihak terkait
sangat penting untuk memperlancar

proses ini.
SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas,
terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki
pada pclaksanaan kinerja Bagian Umum
dan  keuangan  Sekretariat  DPRD
Kabupaten Rembang. Berikut saran yang
dapat dilakukan oleh Bagian Umum dan

Kcuangan Sckretariat DPRD  kabupaten

Rembang, yaitu:

Peningkatan Program
Pengembangan SDM:
Disarankan untuk memperluas
program  bimbingan  tcknis
(BIMTEK) dengan frekuensi
yang lebih tinggi, misalnya dari
2-3 kali sctahun menjadi 4 kali.
Hal ini dapat membantu staf
untuk terus mengembangkan
kompetensi dan pengetahuan
yang relevan.

Optimalisasi Prosedur
Pemeliharaan  Sarana  dan
Prasarana:  Perlu  disusun
proscdur pemcliharaan yang
lebih efisien agar perbaikan
sarana dan prasarana dapat
dilakukan tanpa mengabaikan
langkah-langkah administratif.
Ini akan membantu memastikan

fasilitas selalu dalam kondisi

baik untuk mendukung kinerja.
Disarankan untuk
meningkatkan koordinasi

dengan  pihak  pemerintah
kabupaten mengenai pencairan
dana. Hal ini penting untuk
mencegah keterlambatan yang
dapat mengganggu  kegiatan
DPRD.
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